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PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,

tempat  kediaman  di  Jln.  May  Zen  Lrg.  SidoMuliyo  Rt.  035

Rw.003 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni  Kota Palembang,

xxxxxxxx  xxxxxxx,  dalam hal  ini  memberikan  Kuasa  Khusus

kepada  SURIPTO  YANURYADI  M.,  S.H.,  dan  MUHAMMAD

HANS  KAHFI,  S.H.,  yang  berkantor  di  Advokat  dari  Tim

Advokasi  pemberian  bantuan  hukum  gratis  pada  Lembaga

Bantuan  Hukum  xxxxxxxx  xxxxxxx  (LBH  SUMSEL),  yang

beralamat Kantor di Jalan Pendawa Lorong Nakula Nomor 567

Kota Palembang xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus  tanggal  05  Maret  2024,  yang  telah  terdaftar  dengan

Nomor  390/SK/III/2024/PA.PLG  tanggal  20  Maret  20244,

selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

SUMIATI BINTI MUCHTAR, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  KOTA

PALEMBANG  NOMOR  HP:  0898  5325  580  A.N  SUMIATI,

selanjutnya disebut sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  07 Maret 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga

dengan register perkara Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.PLG , mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Termohon yang telah menikah

secara  sah  berdasarkan  syariat  agama  Islam  dan  tercatat  pada  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 06 April 2008,

sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/24/IV2008

tanggal 07 April 2008 dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan

sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

tersebut;

2.  Bahwa  pada  waktu  menikah  Pemohon  berstatus  jejaka,  sedangkan

Termohon berstatus perawan;

3.  Bahwa  tujuan  dilangsungkannya  pernikahan  antara  Pemohon  dan

Termohon  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,

warrahmah  sebagaimana  yang  diharapkan  Pemohon  dari  pernikahan

antara Pemohon dengan Termohon;

4.  Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Pemohon;

5.  Bahwa  dari  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikarunai 4 (Empat ) orang anak bernama AUDREY ROSIANI Binti ANDRI

YANTO  Tempat/Tanggal  Lahir:  Palembang,  06-04-2024 usia  20  Tahun,

Jenis Kelamin Perempuan  NIK : 1671104604040004 Pendidikan : Tamat

SLTA,  Nama  :  ADINDA  NUR  RAHMADANI   Binti   ANDRI  YANTO,

Tempat/Tanggal   Lahir:  Palembang  02-09-2010  usia  14   Tahun  Jenis

Kelamin   Perempuan; NIK  :  1671104209100005  Pendidikan  SLTP,

ARDIYAN RIZKI  SAPUTRA  BIN ANDRI YANTO  Tempat/Tanggal   Lahir:

Palembang  28-02-2013  usia  11   Tahun  Jenis  Kelamin   Laki-laki; NIK  :

1671102802130001  Pendidikan  kelas  5  SD,  AYU SEKAR SARI   BINTI

ANDRI  YANTO,  Tempat/Tanggal  Lahir:  Palembang  15-09-2016  usia  8

Tahun Jenis Kelamin  Perempuan; NIK :  1671105509160004 Pendidikan

Kelas 3 SD, ikut Pemohon; 

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai

serta  harmonis,  akan  tetapi    pada  akhir  Januari  2017  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  hal-hal

sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Suka Berhutang Koperasi Kemana mana ;

- Bahwa Termohon tidak nurut perkataan suami;

- Bahwa Termohon acuh tak acuh pada keluarga;

- Bahwa Termohon tidak perhatian bahkan tidak peduli  lagi  pada

suami dan anak-anak;

7.  Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2022 yang disebabkan oleh hal-

hal tersebut diatas, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

tinggal  di  rumah  orang  tua  Termohon  dialamat  sebagaimana  Alamat

Termohon tersebut diatas hingga sekarang, jadi sudah pisah rumah selama

+ 2 (dua) Tahun,  hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon

semakin sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga tujuan dari pernikahan yaitu

membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah semakin

jauh dari harapan;

8.  Bahwa  karena  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

berjalan harmonis lagi,  dan sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran,

oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (yang bersifat

mudhorat)  dan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  status

perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan dengan

hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk

mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap  Termohon  di  Pengadilan

Agama Palembang dengan alasan sebagaimana diatur dalam  Pasal  116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon memohon agar Yang Mulia

Majelis  Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan memberikan izin

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon

dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
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 Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,  dengan  segala  kerendahan  hati

sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai talak dari

Pemohon;

2. Menyatakan  memberi  izin  kepada  Pemohon  PEMOHON  untuk

menjatuhkan  Talak  1  (satu)  Raj’i terhadap  Termohon  TERMOHON

dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

SUBSIDER

Jika  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Cq  Yang  Mulia  Majelis  Hakim

berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (  ex

aequo et bono );

 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  didampingi

kuasa  hukumnya  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon

tidak pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan

Relaas panggilan  Nomor  582/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal  26  April  2024.dan

tanggal   14  Mei  2024  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,   ternyata

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak  berhasil,  sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  ke

persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup

dan  dinazegelen,  telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai,

diberi tanda (P.1); 

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  dari  KUA Kalidoni  Kota Palembang

Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 335/24/IV2008 Tanggal 07 April 2008 ,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang

saksi sebagai berikut: 

1. SAKSI 1,  umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx

xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA PALEMBANG  di  persidangan

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon , ia adalah Isteri Pemohon ; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon  dan Termohon  tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa Pemohon  dan Termohon  sudah dikaruniai empat orang anak; 

- Bahwa  keadaannya  semula  rukun  dan  harmonis,  kemudian  mereka

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang dan

Termohon tidak nurut dengan Pemohon; 

- Bahwa tidak, Pemohon  dan Termohon  sudah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon  dan Termohon  berpisah sejak Mei 2022; 

- Bahwa  saksi  sebagai  Ibu  Kandung  Pemohon   pernah  menasehati

Pemohon  agar tidak bercerai dengan Termohon , tetapi tidak berhasil,
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karena Pemohon  tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul

lagi dengan Termohon .

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx

xxxxxx  xxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA PALEMBANG,  di  persidangan

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon , ia adalah Isteri Pemohon ; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon  dan Termohon  tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa Pemohon  dan Termohon  sudah dikaruniai empat orang anak; 

- Bahwa  keadaannya  semula  rukun  dan  harmonis,  kemudian  mereka

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon memiliki banyak hutang;

- Bahwa tidak, Pemohon  dan Termohon  sudah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon  dan Termohon  berpisah sejak Mei 2022; 

- Bahwa  saksi  sebagai  Tetangga  Pemohon   pernah  menasehati

Pemohon  agar tidak bercerai dengan Termohon , tetapi tidak berhasil,

karena Pemohon  tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul

lagi dengan Termohon .

 Bahwa  selanjutnya  Pemohon  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan  Termohon dan mohon  putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa pemberian  kuasa  dari  Pemohon kepada  Penerima

Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2),
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan

Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  52/KMA/III/2011,  tanggal  23  Maret

2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima

Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili

Pemohon dalam  proses  penyelesaian  perkara  a  quo di  Pengadilan  Agama

Palembang; 

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha  mendamaikan  pihak

Pemohon  dengan  memberikan  nasehat  seperlunya,  namun  tidak  berhasil,

dengan demikian pemeriksaan perkara  a quo telah memenuhi maksud pasal

154  Rbg,  juncto Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor

1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  dan

tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  kuasa  atau  wakilnya  yang  sah,

meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut sesuai  Pasal  26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak

disebabkan  alasan  yang  sah  menurut  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan

Pasal  149 dan 150 R.Bg perkara  aquo dapat  diperiksa  dan diputus  secara

verstek;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  Pemohon  menyatakan  antara  Pemohon

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada

harapan akan hidup rukun kembali,  karena  Termohon sering berhutang dan

Termohon  tidak  nurut  dengan  Pemohon,  sehingga  Pemohon dan  Termohon

berpisah tempat tinggal sejak bulan Januaru 2017 sampai sekarang; 

Menimbang,  bahwa terhadap dalil-dalil  permohonan Pemohon tersebut,

Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga

dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal

311 R.Bg; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan

cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum

Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan

telah  dinyatakan  sah  tidak  lagi  diketahui  alamatnya,  sehingga   bukti  surat

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal  285 R.Bg  juncto Pasal

1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat

permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan

Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, bermeterai cukup,

dinazegelen, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara

Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah

dan belum pernah bercerai;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2  yang  diajukan  Pemohon,

keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut

undang-undang  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah

terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1  dan saksi 2 Pemohon mengenai

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan

keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Pemohon,  oleh karena itu keterangan kedua saksi  tersebut  telah memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.  sehingga
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keterangan  saksi-saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  Pemohon  bertanda  P.2,  dan

keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri

yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sering berhutang dan

Termohon tidak nurut dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2022;

- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun

tetap tidak  berhasil,  dan Pemohon menyatakan tetap  ingin  bercerai  dan

tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  telah

menunjukkan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pecah,  dan  sulit

disatukan kembali  dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan

kewajiban sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati

untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-

Baqarah  ayat  227  yang  mempunyai  nilai-nilai  normatif  menurut  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

٢٢٧وإَنِْ  عزََمُوا الطلّاقَ فإَنِّ اللهَّ سَمِيعٌ علَيِمٌ ( )

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati)

untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  dimaksudkan  untuk

memberikan  kemaslahatan  kepada  suami  dan  istri,  namun  kondisi  rumah

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja
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sudah tidak  mendatangkan kemaslahatan,  bahkan justru  hanya memberikan

penderitaan  batin  bagi  Pemohon  ataupun  Termohon,  karena  itu  perceraian

patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 junctis Pasal 19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  karenanya  permohonan

Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  terhadap  Termohon  dapat  dikabulkan

dengan Memberi  izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i

terhadap Termohon  di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon  (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1

(satu)  raj'i  terhadap   Termohon  (SUMIATI  BINTI  MUCHTAR)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Palembang ; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah); 

 Demikian  diputuskan  dalam  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  13  Zulqaidah  1445  Hijriah,  oleh  kami  Dra.  Hj.

Faridah, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan H.Masalan Bainon
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S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

itu  juga  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

beserta  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Sari  Mayadinanty  S.H.I

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Termohon .

 . 

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty S.H.I

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 80.000,00

-  Panggilan : Rp 400.000,00

-  PNBP Pgl I Pemohon : Rp            10.000,00

-  PNBP Pgl I Termohon : Rp            10.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00
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-  Meterai : Rp                10.000,00  

J u m l a h : Rp         550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).
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